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Abstrak
 

Terorisme merupakan sebuah permasalahan yang selalu menarik perhatian banyak orang. Kerusakan secara

materiil bahkan hingga terancamnya nyawa seseorang menjadi hal yang tidak luput dari peristiwa terorisme.

Tidak hanya skala kecil, terorisme juga menjadi ancaman untuk skala Internasional. Terbentuk dalam

jaringan besar yang bergerak secara diam-diam, kelompok yang memiliki pemikiran dan tujuan ekstrimis ini

menjadi salah satu musuh berbahaya di setiap negara. Tragedi pemboman yang terjadi di beberapa wilayah

di Indonesia membuat pemerintah harus berfikir tepat dalam melakukan upaya dalam menghadapi kasus

terorisme. Tidak hanya undang-undang, bahkan pemerintah juga membentuk suatu badan yang khusus

menangani kasus terorisme. Perubahan alur dalam pembentukan undang-undang menjadi pewarna dalam

usaha pemerintah untuk menghadapi kasus terorisme. Hal ini pun melahirkan sebuah pertanyaan mengenai

seberapa besar efektivitas yang dihasilkan dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini

dan juga mengenai penerapan penegakan hukum yang ideal berdasarkan UU No.5 Tahun 2018 yang

dilakukan oleh POLRI. Berawal dengan dibentuknya Perppu No.1 Tahun 2002 yang membahas akan kasus

terorisme dari segi hukum, nyatanya tak menghentikan pergerakan kelompok ekstrimis di Indonesia. Hal ini

pun menjadi bahan evaluasi untuk disahkannya Perppu tersebut menjadi UU No. 15 Tahun 2003.

Diharapkan menjadi payung hukum yang sah dan menjadi senjata mutakhir dalam menghilangkan terorisme,

tak menjadikan UU ini cukup efektif dalam pelaksanaannya. Dengan segala diskusi dan pembahasan, pada

akhirnya disahkanlah UU No.5 Tahun 2018 yang hingga saat ini menjadi aturan utama dalam kasus

terorisme di Indonesia. Tak selalu berjalan mulus, UU yang disebut sebagai Security Act dan juga Patriot

Act yang dalam pelaksanaannya sering mendapat kecaman karena ketidak sesuaiannya dengan Hak Asasi

Manusia. Dalam penelitian ini, fokus masalah akan dibahas dengan metode penelitian hukum dengan kajian

hukum normatif, empiris dan implementasi. Penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum,

implementasi hukum dan tujuan hukum yang dikolaborasikan dengan hasil wawancara dan data lainnya

hingga menghasilkan analisa data. Sebagai kesimpulannya, ditemukan bahwa dengan proses perubahan pada

aturan dan perundang-undangan mengenai kasus terorisme telah menghasilkan perubahan yang signifikan

sebagai upaya dalam menghadapi kasus terorisme. Meskipun beberapa upaya teror masih tetap dilakukan di

sejumlah wilayah, namun upaya yang dilakukan Densus 88 dalam menangkap sejumlah tersangka yang

tergabung dalam kelompok radikal menunjukan perubahan yang signifikan. Hal ini tentunya membantu

dalam mengurangi upaya terjadinya peristiwa terorisme. Dengan disahkannya UU No.5 Tahun 2018 yang

memberikan wewenang kepada pihak kepolisian untuk melakukan upaya preventif sebagai pencegahan

kasus terorisme, memberikan keleluasaan atas penanganan kasus terorisme. Upaya preventif yang dapat
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dilakukan sebelum terjadinya kasus terorisme memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan

terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan jaringan terorisme. Dengan dilakukannya penyidikan ini,

tentunya membantu dalam menguak ide atau rencana yang direncanakan oleh jaringan terorisme tersebut.

Sehingga bisa dikatakan pula bahwa UU anti terorisme yang saat ini digunakan telah memberikan dampak

yang cukup efektif terhadap permasalahan terorisme di Indonesia . Namun, dalam pelaksanaanya haruslah

selalu diperhatikan komponen pelaksanaan dan penggunaan wewenang agar tetap sesuai dengan kaidah Hak

Asasi Manusia.

......Terrorism is a problem that always attracts the attention of many people. Material damage, even to the

point of threatening one's life, is something that is not spared from terrorism. Not only on a small scale,

terrorism is also a threat on an international scale. Formed in a large network that moves secretly, this group

that has extremist thoughts and goals has become one of the most dangerous enemies in every country. The

bombing tragedy that occurred in several regions in Indonesia made the government have to think properly

in making efforts to deal with cases of terrorism. Not only laws, even the government has also established a

body that specifically handles terrorism cases. Changes in the flow in the formation of laws become coloring

in the government's efforts to deal with cases of terrorism. This also raises a question about how much

effectiveness has resulted from the efforts that have been made by the government to date and also regarding

the ideal implementation of law enforcement based on Law No. 5 of 2018 carried out by POLRI. Starting

with the formation of Perppu No. 1 of 2002 which discussed terrorism cases from a legal perspective, in fact

it did not stop the movement of extremist groups in Indonesia. This has also become an evaluation material

for the ratification of the Perppu to become Law no. 15 of 2003. It is hoped that this law will become a legal

umbrella and become the latest weapon in eliminating terrorism, but this law will not be effective enough in

its implementation. With all the discussion and discussion, in the end Law No. 5 of 2018 was passed which

until now has become the main rule in terrorism cases in Indonesia. It does not always run smoothly, the law

which is referred to as the anti-terrorism law is often equated with the anti-subversion law and also the

Internal Security Act and the Patriot Act which in their implementation have often been criticize for their

incompatibility with human rights. In this study, the focus of the problem will be discussed using legal

research methods with normative, empirical and implementation legal studies. This study also uses the

theory of legal effectiveness, legal implementation and legal objectives which are collaborated with the

results of interviews and other data to produce data analysis. In conclusion, it was found that the process of

changing the rules and regulations regarding terrorism cases has resulted in significant changes as an effort

to deal with terrorism cases. Although several terror attempts are still being carried out in a number of areas,

the efforts made by Densus 88 to arrest a number of suspects belonging to radical groups have shown

significant changes. This certainly helps in reducing efforts to occur terrorist incidents. With the passing of

Law No. 5 of 2018 which authorizes the police to carry out preventive measures to prevent terrorism cases,

it provides flexibility in handling terrorism cases. Preventive efforts that can be carried out before the

occurrence of terrorism cases make it easier for the police to carry out investigations of parties related to

terrorist networks. By carrying out this investigation, it certainly helps in uncovering ideas or plans planned

by the terrorist network. So that it can also be said that the current anti-terrorism law has had a fairly

effective impact on the problem of terrorism in Indonesia. However, in its implementation it must always

pay attention to the components of the implementation and use of authority so that it remains in accordance

with the principles of human rights.


